LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 3

TAHUN : 1985 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | BALL

NOMOR 06 TAHUN 1982
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT L BALI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

. bahwa Perikanan di Bali, cukup potensial dalam usaha untuk men-

cukupi kebutuhan konsumsi dan Komoditi- eksport dan merupakan
salah satu usaha yang penting bagi kesejahiteraan masyarakat ;

. bahwa Dipas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali belum diatur

dengan Peraturan Dacrah balk menpenai pembentukannya, maupun
Susunan Orpanisasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 U.U.
Nomor : 5 tahun 1974 ;

. bahwa berhubung dengan itu dan untuk meningkatkan daya puna

dan hasil guna Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejalan
dengan perkembangan pembangunan, maka dipandang peru mene-
tapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat 1
Bali.

. Undang-Undang Nomor b Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme-

rintahan di Daerah {Lembaran Negara R.L Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dae-

rah-Daerah Swatantra Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara R.IL Tahun 1958 Nomor 115
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1649) ;
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. Peraluran Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penverahan

sebagian dari urusan Pemerintah Pusal di Lapangan Perikanan Laut,
Kehutanan dan Karet Rakyal Kepada Daerah Swatantra Tingkat I
(Lembaran Negara R.I. Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lem.
baran Negara R.1. Nomor 1490) ;

. Keputosan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1877 tentang

Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah ;

. Keputusan Menteri Pertanian R.L. Nomor 453/KPTS/Qrg/6, 19580

tanggal 23 Juni 19830 lentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian ;

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petun.

juk Pelaksanaan mengenai Pembentukean Susunan Organisasi dun
Tata Kerja Dinas Perikanan.

. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6/PD/DPFRD/1974 tentang

penvatuan Susinan Organisas Dinas Perikanan Darl dan Dinas Per-.
ikanan Laut Daerah Propinsi Bali menjadi Dinas Perikanan Daerah
Propinsg Bali.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Bali,

Menetapkan :
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i.

b.

%P&mur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Dagrah Tingkat 1
I3

D«ewlan Perwakilan Rakyat Daemah Tingkat I Bali adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Bali ;

. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I

Bali ;

+ Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Ting-

kat I Bali, pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat I di Bali g

- Unit Pelaksana Tehnis Dings adalah unsur penunjang dari sebagian

tungDinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali yang melakukan fungsi-
fungsi tertentu berada langsung di bawah Kepala Dinas ;

ISeksi Wilayah Dinas adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Per-
ikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang meliputi wilayah Keca-
matan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Cabang Dinas, ;

o



BAE II
PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan,

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Dinas Perikanan adalab unsur pelaksana Pemerintah Propinsi

Daerab Tingkatl T Bali di dalam melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah di bidang Perikanan.

(2y Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang berada
di bawah dan bertangpung jawab kepada Gubernur Kepala Dae-
ral.

Pasal 4
Dina Perikanan mempunyai tugss pokok :

a. melaksanakan sebagian urusan mumah tangga daerah dalam bidang
Perikanan ;

b. melaksanakan urusan tugas pembantuan (serla tantra) yang diserah-
kan oleh Gubermur Kepala Daergh kepadanya.
Pasal 5

Untuk menvelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Dinas Per-
ikanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan leknis, pemberian bimbingan dan pembi-
nagn, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap-
kan oleh Kepala Daerah sesuai denpan peraturan perundang-undany-
an yang berlaku ;

h. Pelaksanaan sesuai dengan lugss pokoknya dan sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan yvang bedaku ;

¢. Pengamanan dan Pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokok-
nya sesuai dengan kebijaksanaan vang ditetapkan oleh Kepala Dae-
rith berdasarkan peratuman perundang-undangan yang berlaku,

BAB IV

SUSUNAN ORGANISAST
%,
Pasal &

Susunan Orpanisasi Dinas Pecikanan terdir dari ;

411



42

i,
b,
.
th.
I,

Kepala Dinas ;

Bagian Tala Usaha ;

Sub. nas ;

Cabang Dinas |

Unit Pelaksana Teknis Dinas,
bt
Pagal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri dat ;

.
k.
o
d.

i,

(L

i2)

(3

i4)

{5)

(6)

Sub Bagian Umum ;

Sub Bagian Kepepawnion ¢

Sub Baginn Kevangan |

Sub Bagian Pertenghapan ;

Sub Bapian Efisiensi & Tatalaksana.

Posal 5

Sub Dinas dimaksud dalam pasal 6§ adaiak -
4. Sub Dinas Bina Progrim |

b. Sub Dinas Produks] :

¢. Sub Dinas Usaha Tani Perikanan ¢

d. Sub Dinas Bina Mutu ;

€. Sub Dinas Penyuluhan ;

f. Sub Dinas Prasarmna Perikanan,

Sub Dinas Program terdiri dari :

a. Seksi Data ;
b, Seksi Perumusan & Penpgendalian ;
¢, Seksi Evaluasi & Pelaporan,

Sub Dinas Produksi terdic eavi ¢

&, Seksi Pepanghkapan Than ;

b, Seksi Budidaya Tkan -

e, Seksi Sarana Produlksi ;

. Seksi Pengendalian Lingkungan,

Sub Dinas Usaha Tani Perikanan terdivt dari :
A. Seksi Bimbingan Usaha ;

b. Seksi Perizinan ;

e, Selsi Permodalan.,

Sub Dinas Bina Mutu terdiri dari ;

a. Seksi Tehnik Pengolahan ;
b. Seksi Informasi Pasar :
¢. Seksi Sarana Pemasaran,

Sub Dinas Penyuluhan terdiv dad ;

a. Seksi Latihan Kelrampilan ;
b. Seksi Tata Penyvuluban ;



. Seksi Sarana Penyvuluban,

{7y Bub Dinas Prasarana Perikanan terdid dan @

a. Sekst 'rasarana Penapgkapan Tkan ;
b, Seka Prmarana Budidaya [kan ¢
11, Eeksl Tatalaksana Prasarana Pevikanan,

Pasal 9

(11 Pembentuban, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas
ditetapian denpan Peraliran Daemh sesual denpan Pedoman yang
ditelapkan oleh Mendagre.

(21 Sambil mepungga ditetapkaonya Pedoman Menteri dimaksud
pada avat (1) maka Pemibentukan, Susunan Orgamsasi dan Tate
Ferla Cabang Dinas bual sementare dapat ditelapkan dengan
Keputissan Gubernur Kdh, vang unfuk bedakunyvas memerlukan
perseiujuan Mendagri,

Pasal 10

Sambil menunge ditelapkannyva Pedoman Mented Dalam Neger, maks
pembentukan, Susunan Organisast dan Tata Kerjg Unit Pelaksanaan
Trehais Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gu-
bermur b, yang unluk berlakonya memeriukan persetojuan Mepdagsi

Pasal 11

Bagan Swunan Omranisasl Dinas Perikanan sebagal termaktab dalam
lampiran, dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dan Perda ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Periama
Kepala Dinas
Pasal 12
Kepaly Dinas mempunyai tugas memimpin Dings dalam melaksanakan

tugas pokoknys sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah dengan
memperhatikan pelunjok-petunjuk tehnis dad Menteri Pertanian,

Bagian Tata Usaha
Pasal 13
(1} Bapian Tata Usa‘ya mempunyai tugas :
a. mengadakan keordinasi, merumuskan kebljaksanaan umum ;

b, mengadakan pengelolaan umum, pembinaan dan pengawasan
soal-soal personil dan hubungan karyawan pada umumnpyva,
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(2)

(1)

(3)

soal-soal keuangan, soal-soal materiil dan kekavann umum
Dinas Perikanan ;

¢. mengadakan, penyusunan, pembinaan dan pengawsan terha-
dap Organisasi dan prosedur kera ;
L]
d. mengadakan, mendistribusikan dan menyalurkan segala kebu-
tuhan materiil dalam lingkungan Dinas Perikanan -

e, mengatur, merumuskan dan mem bina scgala segi hukum pada
penyusunan kebijaksanaan Umum Perikanan baik yang akan
dituangkan dalam kepulusan Gubernur Kepala Daerah mau-
pun dalam bentuk Peraturan Daerah

I. menyelenggarakan kesekretariatan dan urusan rumah langea
Dinas Perikanan ;

g menyelengparakan segala kegiatan hubungan masyarakat,

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada di bawah dan berlangpung jawal langsung kepada Kepala

Dinas.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. membaniu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnva ;

b. menyelenggarakan semua pekerjaan ketata usahaan Dinas Per.
ikanan ;

©. mengurus soal-soal protokoler ;
d. mengurs soal dalam rangka hubungan masyarakat.

Sub Bagian Kepegawnian mempunyai tugas -
a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;

b. menyelengparakan perencanaan adminisirasi dan mengendali-
kan karier personil dalam lingkungan Dinas Perikanan z

¢, menampung personalia tenaga dalam hubungan dengan keka.
yaan maupun dengan Instansi Pemerintah yang berhubungan
dengan persoalan jaminan hidup ;

d. merencanakan, mengkoordinir dan membina segala urusan
yang bethubungan erat denpan pembinaan kesejahteraan pe-
gawal ;

e, melaksanakan koordingsi dan pengarahan terhadap organisasi
propesi yang telah ditetapkan untuk mencapai effisiensi dan
slabilitasi.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

4. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tupasnya ;
b. merencanakan dan menvusun anggaran rutin Dinas Perikanan ;
¢, menyelenggarakan dan mengawasi Keuangan/findnsiil mana-



(4)

B

{6)

(1)

{2)

gement anggaran rulin Dinas Perikanan |
d. melakukan finansiil kontrol secara periodik,

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas |

a, membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;

b, menyusun daftar rencana kebutuban barang unit dan rencana
tahunan barang unit sesuai dengan anggaran yang temsedia serta
dengan perkembangan keadaan ;

¢. melaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana kebutuhan
yang telah tersusun pada huruf b ;

d. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang
kedalam buku pembaniu dan menginventarisir barang-barang
milik Dinas Perikanan ;

¢, mengurs soal-soal yang bertalian dengan kemumahtanggaan
dengan perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan perumah-
an, pedung-gedung kantor, Mess, Kendaraan Bermotor dan me-
nvelengparakan kegiatan perjalanan dinas ;

f. menyusun rencana penghapusan barang-barang inventlaris dan
mengajukan usul kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Sub Dagian Effisiensi dan 'Tata Laksana mempunyai tugas

a. membantiu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tupasnya |

b. mengkoordinic pengetikan surat-surat. expedisi, pengiriman
surat dan brosur ;

¢. pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan Kantor dan
lingkungannva ;

d. mengatur pengganaan alat-alal tlis dan alat-alat Kantor

¢. pengaturan acara Keberangkatan kendaraan bermotor ;

f. pengawasan ketertiban dan keamanan Kantor.

Masing-masing Sub lagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Ba-

gian vang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke-

pada Kepala Baglan Tata Usaha,

Bagian Keliga
Sub Dinas Bina Program

Pasal 15

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan peru-
musan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan ke dalam rencana
program dun, provek-proyek sesuai dengan Kebijaksanaan Kepala
Dacrah dan petinjuk-peiunjuk teknis Departemen Cq. Direkiorat
Jenderal Perikanan.

Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
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yang berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 16

Seksi Data mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Difas Program di bidang tugasnya ;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta penvajian dala
statistik dan dokumentasi di bidang Perikanan,

Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas ;

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Program di bidang tugas-
nya ;

b, mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan proyek
di hidang perikanan ;

¢, menelaah dan mermos kan saran penyesuaian lerhadap renca-
na program dan proyek di bidang perikanan.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tupas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Program di bidang tugas-
nva ;

b. menelaah dan menilai pelaksanaan roncana program dan pro-
vek serta menyusun laporan.,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Sub Dinas.

Bagian Keempat
Sub Dinas Produksi
Pasal 17

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengembangan usahd penangkapan, budidayva ikan dengan
segala aspeknya sesupl dengan perkembangan teknologi melalui
usaha-usaha penyuluhan dan pengaturan.

Sub Dinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18
Seksi Penangkapan Lkan mempunyai tugas :

4. membanty Kepala Sub Dinas Produksi di bidang tugasnya ;

b. merencanakan dan melaksanakan percobaan-percobaan teknik
dan metode penangkapan ;

¢, melaksanakan evaluasi dan monitoring perkembangan teknik
penangkapan, musim penangkapan dan daerah penangkapan ;



(2)

(3)

(4
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d. menyusun pola intensifikasi, extensifikasi, diversifikasi dan re-
habilitasi bidang penangkapan.

Seksi Budidaya Ikan mempunyai lugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Produksi di bidang tugasnya |

h. melaksanakan peningkalan teknik budidaya ikan dan nonikan
di peraivan lawar, payau dan [aut ,

e, melaksanakan peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sum,
ber benih alam, peningkatan teknik pembeniban, seleksi dan
penyaluran induk/benih ungsl kepada petani

d. merencanakan dan melaksanakan percobaan-percobaan teknik
budidaya ikan dan nonikan ;

e, menyusun pola intensifikasi, extensifikasi, diversifikasi, dan
rebabilitasi bidang budidaya.

Seksi Sarana Produksi mempunyai tigas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Produksi di bidang tugasnya ;

b. merencanakan pengadaan dan pemanfaatan sarana produks.

c. mempelajari teknik penggunaan sarana produksi dan merumus,
kan program pengembangannya;

d. menyiapkan pedoman leknis pengadaan dan pengelolaan sara-
na produksi |

Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas |

a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya |

b, meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha
perikanan ;

c. melaksanakan monilodng tiogkal penpelolaan sumber daya

perikanan, serta melaksanakan usaha-usaha pencegahan pen-
cemaran lingkungan ;

d. merencanakan pencegahan dan pembrantasan hama, parasit
dan penvakit ikan serta mempersiapkan bahan-bahan dan ma-
terd penyuluhan pengendalian lingkungan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang ber-
ada di bawah dan berlanggung jawab langsung kepada Kepala Sub
Dinas,

Bagian Kelima
Sub Dinas Usaha Tani Perikanan

Pasal 19

Sub Dinas Usaha Tani Perikanan mempunyal tugas melaksanakan
bimbingan dalam rangka pengembangan Koperasi/KUD Perlkanan
dan Badan-Badan Usaha Perikanan serta Usaha-Usaba Tani Per-
ikanan lainnya,
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Sub Dinas Usaba Tani Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Dinas vang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepadu

Iepala Dinas.

Fasal 20

Seksl Bimbingan Usaha momfnunyni tugas

a, membantu Kepala Sub Dinas Usaha Tani Perikanan di bidang
tugasnyva ;

b, memberikan himbingan dan pembinaan terhadap badan-badan
usaha di bidang perikanan dan usaha tani perikanan ;

c. menghimpun data badan-badan usaha perikanan dan usaha
tani perikanan |

d, menysun pola usaha tani dan manegement usaba tani yang
lebih menguntungkan,

Selksi Perijinan mempunyai tugas ;

a, memhbantu Kepala Sub Dinas Usaha Tani Perikanan i bidang
tugasnya ;

b, melaksanakan penilaian ferhadap rencapa permohonan izin

usaha kepada calon pengusaha di bidang perikanan dan penye-
lenggaraun |

¢, menghimpun data perizinan usaha perkanan dan melaksana-
kan monitoring serta evaluasinya.

Seksi Permodalan mermpunyai fugas

#, membantu Kepala Sub Dinas Usaha Tani Perikanan di bidang
tupasnya :

b. melaksanakan perencanaan kebutuban kredil para nelayan
dan petani ikan serta mempersiapkan baban informasi tentang
eara-cara penanaman noda di bidang perikanan ;

¢, mempersiapkan  bahan-bahan informasi mengenai prosedur
perkredilan/penmodalan di bidang perikanan ;

d. menghimpun data investasi/permodatan di bidang perikanan,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Sub DNnas,

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Mutu
Pasal 21

Sub Dinas Bima Mutu mempunyal tugas melaksanakan pembina-
an, pengembangan dan pengaturan cara-cara pengolahan hasil,
pengujian mutu seria pemasaran hasil perikanan.
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(3)
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Suh Dinas Rina Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
vang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala
Dinas,

Pasal 22

Seksi Teknik Penpolahan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Mutu di bidang tugasnya |

b, melaksanakan pengkajian di bidang penanganan hasil perikan-
an ;

¢. melaksanakan pengembangan teknik/pola penanganan hasil-
hasil perikanan.

Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas

a. membanty Kepala Sub Dinas Bina Mutu di bidang tugasnya ;

b. mengadakan moniloring harga dan pemasaran hasil-hasil per-
ikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan
perikanan serla mengatur penyampaian informasi pasar kepada
nelayan dan pelani ikan dan badan-badan usaha perikanan.

Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Mutu di bidang tugasnya ;

b. melaksanakan pembinaan dan pengaturan pemanfaalan dan
pengelolaan pelelanpan ikan dan sarana pemasaran perikanan |
¢, memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Sub Dinas Bina Mutu tentang langkah-angkah
atau tindakan-tindakan yang pedu diambil di bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Sub Dinas.
Bagian Ketujuh
Sub Dinas Penyuluhan

Pasal 23

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugss menyiapkan baban
dalam pengembangan program pendidikan bag nelayan/ petani
ikan dan pengusaha perikanan, berdasarkan kebutuhan Daerah
untuk pengembangan perikanan serta memelihara sarana pendi-
dikan perikanan.

Sub Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

s Pasal 24
Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas :
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a, membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan di bidang tugasnya ;

h. merencanakan, menvelenggarakan dan mengevaluasi pelaksa-
naan latihan ketrampilan bagi nelayan;petani ikan ;

c. mengadakan bubungan dengan lembaga-lembaga/Instansi vang
menyelengparakan usaha-saha latihban peningkatan ketrampil-
an bagi petani ikan/nelayah ;

d. mengurus tempat latihan pelani ikan/netayan milik Dinas.

Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tupas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan di bidang tupasnya ;

h, membina Kontak Nelayan/Kontak Petani Tkan dan kelompok-
nya ;

c. menvelenpgrarakan pembinaan program penyulubhan perikan-
an ;

d. menyelenggarakan evaluasi penvelenggaraan penyuluban,
Seksi Sarana Penyuluhan mempuinyai ugss
a. membantu Kepala Sub Dipas Penvuluban di bidang lugasnya ;

b. menyiapkan dan memelibara sarana penyuluhan (kapal peraga-
an, kalom percontoban, tambak percontohan, alat-alat peraga
dan alat bantu penyuluban lainnya) ;

¢. menyiapkan materi-materi penyuluhan dalam bentuk tercetak,
rekaman, film dan lain-lain.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang ber-
ada di bawah dan berlanggung jawab langsung kepada Kepala Sub
Dinas.
Bagian Kedelapan
Suby Dinas Prasarana Perikanan
Pasal 25

Sub Dinas Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pembinaan dan pengembangan prasarana perikanan

dengan segala aspeknya sesuai dengan pengusahaan serta perkem-
bangannya.

Sub Dinas Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Dinas yvang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Ke-
pala Dinas.

Pasal 26
Seksi Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai fugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Prasarana Perikanan di bidang
tupgasnya ;

b. mengelola pengkajian untuk identifikas prasarana PPl (derma-
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ga tempat peletangan ikan, pergudangan, perlenghapan, pudang
pendinging ;

¢. mengelola pombinaan dan pengembangan prasarana PPL;

d. mengelola penataan dan efektivitas prasarana PPL

Seksi Prasarana Budidaya Ikan mempuanyai tugas .

a. membantu Kepala Sub Dinas Prasavana Perikanan di bidang
lugasnya ;

b. mengelola pengkajian untuk identifikasi Prasarana Pusal Pe.
ngembangan Budidava [kan (saluran air, tempat pelelangan,
perpudangan, pudang peodinging bak-bak penampungan ikan
hidup} .

r. mengelola pembinaan dan Pengembangan Prasarana Budidaya
Than ;

d. mengelola penataan dan efeklivitas prasarana Budidaya Tkan,

Seksi Tata Laksana Prasarana Perkanan mempunyai bugas |

a. membaniu Kepala Sub Dinas Prasarana Perikanan di bidang
fugasnya :

b. menatz efisiensi dan pengembangan pengusahaan PPI dan Pu-
sal Pengembangan Budidaya [kan ;

¢. menata pengelolaan dan pelavanan jasa PPI dan Pusat Pengem-
bangan Budidaya lkan ;

d. memonitor dan mengevaluasi Tata Laksana dan efekiivitas PP
dan Pusat Pengembangan Budidaya Tkan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub
Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perikanan dan instan-
si vertikal vang urmsannya sejenis diselenpparakan atas dasar hu-
bungan fungsional dengan carasebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan lugasnya Dinas Perikanan dengan Dinas

Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat I diselenggarakan atas
dasar hubungan fungsional dengan cara sebajk-baiknya.

al
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Fasal 28
Kepala Dinas, Fimpinan satuan organisasi/unit kerja dalam ling-
kungan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tupasnya wajib me-
nerapkan prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan dinasnya
maupun dalam hubungan aniara dinas/Instansi lainnoya.

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan Kebijaksanian
vang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah,

Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing
dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana
yvang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Bilamana Kepala Dinas memandang perlu uniuk mnngadakan pe-
rubahan Hebijaksanasn vang telah ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah, maka hal tersebut hanss diajukan kepada Guber-
nur Kepala Daetab unluk mendapatkan Keputusan,

Pasal 29

Seliap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam
lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawah memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta pelunjuk-petunjuk pelaksanaan bagl tugas ba- -
wahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit Kerja yvang terdapat dalam
lingkungan Dinas Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi pe-
tunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan pada waktunya ke-
pada atasannya.

Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan unit kesatuan organi-
sasi dar bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusun-
an laporan lebih lanjut,

BDAR VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala
Daerah.

Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi diangkat dan dibechentikan olch Gubemur Kepala Daerab
atas Kepala Dinas.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan sisunan kepegawaian Dinas Perikanan akan
diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berduku.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perikanan disediakan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau ban-
tuan dati Pemerintah Pisat dan Tembaga lain di luar Daerah yang sal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal lain yang betum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksa-
naannya.

Pasal 34

{1} Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi
Kepubsan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April
1979 Nomor 17/HOT/I.C/1979 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bal.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Denpasar, 10 Desember 1982,

Newan Perwakilan Rakyal Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,
Tingkat I Bali,
Ketua,
ttd,
ttel
(I GUSTI PUTU RAKA 5H ). (MANTRA)

\ NMIP, 130095363,
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Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 0611611036  tanggal : 20 Desember 1984
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsl Daerah Tingkat T Ball

Nomor :3 tanpgal : 29 Januari Tahun 1985

Seri :D Nomer : 3%,

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat T Bali,

ttd,

Drs, SEMBAH SUBHAKTIL
NIP, 010023939,
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PENJELASAN
ATAS

F PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I BALI

NOMOR 06 TAHUN 19382
TENTANG
FEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGEAT [ BALI

UMUM
l¥inas Perikanan Deerah Tiogkat 1 Bali yang sekarang adalah merapakan
penyaluan anlara Dinas-Dinas Perikapan Damt dan Dinas Pernkanan Laut Daerah

Tingkat 1 Bali vang ditetapkan dengan kepuiusan Gubernur Kepala Dacrah Propinsi
Bali tanggal 12 Juni 1973 No, 148/AP.6/1/17 Jo Peraturan Dacrah Propinsi Bali
No. 6/PD/DPRD/1974.

Dinas Perikanan Daral, sudah ada semenjak terbentuknya Daerah Tingkat [
Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor. 64 Tahun 1958 yakni denpgan ditetap-
kantiya dinas.dinas Daerah Bali dulu (yang dilikwidir) termasuk Dinas Perikanan
Darat Daerah Bali sebagai dinas Daerah Tingkat I Ball sebagaimana ditetapkan de-
ngan Keputusan Pjs, Gubermnur Kepala Daerah Bali tanggal 1 Desember 1958 Nomer
1/Des-1/1/1.

Dinas Perikanan Laut dibentuk dengan keputusan Gubemur Kepala Daerah
Tingkal I Bali tanggal 17 Oktober 1960 Nomor 1511/P-6/2/2 berdasarkan PP No-
mer 64 Tahun 1957 tentang Penyverahan sebapian dari Unuisan Pemerintah Pusat di-
lapangan Perikanan Laul, Kehulanan dan Karet Rakyat kepada Daerah.Daerzh
Swantara Tingkat I

Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan (setelah disatukan) dite-
fapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Bali tanggal 28 Pebru-
ari 1975 Nomor 1/Hk-1JOK/T5 yang terakhir disempurnakan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nggal 1 April 1979 Nomor 17/HOT/Le/
1979,

Dengan berdakunya Undang-Undang Nomor § Tahun 1974 tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah dimana dalam pasal 49 menyatakan bahwa Pemben-
tukan; Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, serta untuk menyelengparakan urusan Perikanan secara lebih berdaya guna
dan berhasil guna maka periu diadakan peninjauan kembali keputusan/Peraturan
Daerah tentang pembentukan dan tentang Susunan Organisasi Dinas Perikanan de-
ngan memperhatikan Pedoman-pedoman/Kehijaksanaan yang ditetapkan oleh Men-
tri Dalam Negeri dan Menteri Pertamau sebagalmana termaklub didalam keputusan
Menteri Dalam Negeri, Nomor 363 Tahun 1977, Instruksi Menteri Dalam Neger
Nomor 5 Tahun 1980 dan ketenman-kﬂtentuan atau Kebijaksanaan dar Menter
IPerianian.
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PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1s/d4

Pasal 5 hurul a,

Pasal 5 hurut 1.

Pasal &
Pasal T
Pasal 8
Pasal 8

Pasal 10 s/d 34 :

Cukup jelas.

Di dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas didasarkan atas
tentang kendali dapal menugaskan Sub Dinas untuk mengkoordi-
nasikan UPT-UPT. L

Seksi Wilayah Dinas pada prinsipnya terdini dari salu witayah
Kecamatan, namun demikian pada Kecamatan-kecamatan vang
potensi perikanannya relatif kecil dapat diadakan perangkapan
Lugas.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas,
Cukup Jelas.

i dalam ranpgka Pembangunan Perikanan sangat diperlukan
penyusun program pembangunan dan pembinaan-pembinaan di
tingkal wilayvah kecamatan.

Untuk itu pada Scksi Wilayah Dinas diperlukan Sub Seksi schagai
berikut :

a. Sub Seksi Tata Usaha,
b, Sub Seksi Program,
e. Sub Scksi Penyvuluhan.

Cukup Jelas.



